4/’“,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

La.

1,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan
bersama,;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati
bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada
tanggal 28 November 2013;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2014,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran RI Negara Tahun 1959 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

. Undang-undang Nomor 238 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



11.

13.

13.

14.

15.

16.

17

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2155)!
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19,

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan  penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48106);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
indoensia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



27.

25,

29.

30.

31.

32.

33.

o4,

3.

36.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2169

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai
Kartanegara;,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

39.

Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

0. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.



10.

11.

12.

13.

14,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi

pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.

. Kegiatan adalah  bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan  keluaran  (output) dalam bentuk
barang/jasa.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang
diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi
hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah
pendapatan daerah dari sumber lain misalnya
sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan
untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan
kebijakan tetentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-udangan.



15.

16.

17

18.

19,

20,

24,

22,

23.

24.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak
berkenaan atau tidak terpengaruhi secara langsung
oleh kegiatan ataupun program-programm.

Belanja Bantuan  Keuangan kepada  Provinsi
/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik adalah salah satu jenis belanja tidak langsung
yang digunakan untuk menganggarkan belanja
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus
dari Kabupaten kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik.

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan
tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan
sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan
program-program.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pembiayaan netto  merupakan selisih  antara
penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran
pembiayaan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun
terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2014.



(3)

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN APBD

Pasal 2

APBD memliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut:
a. fungsi alokasi,

b. fungsi distribusi dan

c. fungsi stabilisasi.

Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,
mengandung makna bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran, dan pemborosan
sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan
efektifitas perekonomian.

Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
b, memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf ¢, memliki makna bahwa anggaran daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 3

APBD mempunyai tujuan sebagai pedoman penerimaan dan
pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah
daerah untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan
kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai
kemakmuran masyarakat.

(1)

BAB III
STRUKTUR APBD

Pasal 4

APBD terdiri dari :

a. pendapatan daerah,
b. belanja daerah, dan
c. pembiayaan daerah.



(2)

Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan
urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan
kententuan yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 5.226.676.639.325,00

2. Belanja Daerah Rp. 7.945.179.153.480,43 ( -)

Surplus/ (defisit) Rp.(2.718.502.514.155,43)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 2.718.502.514.155,43
b. Pengeluaran Rp. 0,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp. 2.718.502.514.155,43

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

Pasal 6

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
terdiri dari :

a.

b.

Pendapatan Asli Daerah

sejumlah Rp 363.775.305.390,00
Dana Perimbangan
sejumlah Rp. 4.005.900.527.935,00

Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah Rp 857.000.806.000,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 49.750.000.000,00
b. Retribusi Daerah
sejumlah Rp. 9.604.942.500,00

c. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang dipisahkan sejumlah Rp. 35.378.987.190,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah sejumlah Rp. 269.041.375.700,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil

Bukan Pajak sejumlah Rp. 3.806.528.447.935,00
b. Dana Alokasi Umum (DAU)

sejumlah Rp. 127.010.980.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

(DAK) sejumlah Rp. 72.361.100.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah  Rp. 301.333.700.000,00

b. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus sejumlah Rp. 248.057.406.000,00

c. Bantuan Keuangan Dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah  Rp. 307.609.700.000,00

Pasal 7
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah Rp. 2.997.924.702.866,47

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 4.947.254.450.613,96



(2) Belanja Tidak Langung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja Pegawali

sejumlah Rp. 2.183.420.739.519,47
Belanja Subsidi

sejumlah Rp. 46.500.000.000,00
Belanja Hibah

sejumlah Rp. 194.496.876.970,00

Belanja Bantuan
Sosial sejumlah Rp. 73.180.000.000,00

Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi /Kabupaten
/Kota, Pemerintahan
Desa dan Partai Politik

sejumlah Rp. 485.327.086.377,00
Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 15.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

o 8

Belanja Pegawali
sejumlah Rp. 294.909.099.907,00

Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 1.709.546.782.642,96

Belanja Modal sejumlah Rp. 2.942.798.568.064,00

Pasal 8

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
terdiri dari

a. Penerimaan sejumlah Rp. 2.718.502.514.155,43
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih perhitungan

anggaran tahun

anggaran sebelumnya

(SiLPA) sejumlah Rp. 2.718.502.514.155,43
b. Pencairan Dana

Cadangan sejumlah Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah Rp. 0,00

sejumlah
d. Penerimaan Pinjaman

Daerah sejumlah Rp. 0,00
e. Penerimaan  kembali

pemberian  pinjaman Rp. 0,00

sejumlah
f. Penerimaan Piutang

Daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan ;

a. Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah Rp. 0,00
b, Pembayaran Pokok
Utang sejumlah Rp. 0,00
Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

1.

Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2014;

Lampiran II ~ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun Anggaran
2014 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Lampiran [II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



10.

11.

12,

13.

(1)

(2)

Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2014;

Lampiran V  Rekapitulasi ~ Belanja Daerah  Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara Tahun Anggaran 2014;

Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan Tahun Anggaran 2014;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran
2014,

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Tahun Anggaran 2014;

Lampiran IX Dalftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2014;
Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset lainnya Tahun Anggaran 2014;

Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran 2014;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun
Anggaran 2014; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran
2014.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan
mendesak, Pemerintah  Daerah  dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2014.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya,;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah;

d. mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.



(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a.

program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a harus memenubhi kriteria sebagai berikut :

a.

program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor
pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus segera
dilaksanakan;

program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD
tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang
disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran
hanya diarahkan untuk memenubhi belanja modal
dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah
terlebih dahulu capaian kinerja;

usulan program dan kegiatan baru yang belum
tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan,
namun merupakan program dan kegiatan yang masuk
prioritas dalam RKPD tahun anggaran berjalan dengan
besaran tidak melampaui pagu RKPD tahun anggaran
berjalan.

(4) Pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk
keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan
Belanja Tidak Terduga, dilakukan dengan pergeseran
anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD
berkenaan.

(5) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat
dilakukan dengan cara:

2.

b,

menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/ atau

memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat,
termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan (5), terlebih dahulu ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.



Pasal 11

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang

sudah jelas peruntukannya seperti Dana darurat, Dana

Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat

khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat

dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD dengan cara:

a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan
DPRD;

b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan
APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal 12

(1) Penggunaan dana transfer dan bantuan keuangan yang
bersifat umum yang diterima setelah APBD ditetapkan harus
mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

(2) Penggunaan sisa DAK, DBHCHT dan bantuan keuangan
bersifat khusus setelah APBD ditetapkan dilakukan dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(3) Penggunaan SILPA yang berasal dari BLUD yang akan
digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penunjang
pelayanan dapat langsung digunakan dengan berdasarkan
persetujuan Kepala Daerah dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD.

(4) Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3)
dilakukan dengan menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan
DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

(5) Penggunan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3)
ditampung dalam Peraturan Dacrah tentang Perubahan
APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau
tidak melakukan perubahan APBD.



Pasal 13

(1) Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana
alam/ bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada
daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/
bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang
tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun
anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan
penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan
penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang
mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan

obat-obatan, logistik/ sandang dan pangan supaya
diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara
fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan
dimaksud;

b. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang
akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang
dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada
Belanja Bantuan Keuangan;

c. sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran
2014, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan
tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014 dan apabila penyediaan anggaran untuk
kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah
Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

(2) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih
Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau
dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga
untuk bantuan penanggulangan bencana alam /bencana
sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan.



Pasal 14

(1) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk
mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam
dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak
lainnya, dilakukan dengan cara:

a.

Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan
didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan
Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud ditetapkan;

atas dasar Keputusan Kepala Daerah tersebut,
pimpinan instansi/lembaga yang akan
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
mengajukan usulan kebutuhan;

Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan
pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai
penanganan tanggap darurat yang mekanisme
pemberian dan pertanggung-jawabannya diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui
belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran
anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD

berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.



Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
\\
RITA WID RI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

—— =

Drs. EDI DAMANSYAH, M.
NIP. 196503021994031011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 31



